BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama disebabkan oleh pengajuan
gugatan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya poligami terselubung
yang terdapat pemalsuan identitas dimana dicantumkan jejaka namun pada
kenyataannya masih terikat hubungan suami istri sah sebelumnya dan belum
melakukan proses perceraian secara resmi, serta terdapat kasus yang mana
terdapat pemalsuan surat izin poligami merupakan syarat untuk istri kedua
yang berstatus PNS mengakibatkan kerugian berupa penurunan jabatan PNS
tersebut. 2 kasus putusan lainnya berupa putusan penarikan berkas gugatan di
Pengadilan Agama wilayah hukum Limboto yang sudah melewati proses
mediasi dari pengadilan kepada pihak penggugat dan tergugat hingga
memutus pencabutan perkara.

2 Akibat pembatalan perkawinan terhadap hak anak, meskipun anak lahir dari
pernikahan orangtuanya yang dibatalkan, anak tersebut tetap menjadi anak sah
dari orangtuanya yang terikat hak dan kewajiban hubungan antara orangtua
dan anak. Dengan demikian hak-hak anak terhadap orang tuanya tidak
berpengaruh terhadap pembatalan perkawinan orang tuanya, yang mana

ketika pernikahan tersebut berlangsung akan ada hak dan kewajiban secara
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timbal balik antara hubungan orang tua dan anak, dimana anak yang

perkawinan orang tuanya dibatalkan sepenuhnya mempunyai hak penuh

sebagai anak, walaupun perkawinan tersebut dibatalkan atau dianggap tidak

pernah ada dan dalam salinan putusan pengadilan agama tidak mengatur

maupun memutuskan. Hak-hak anak yaitu, hak waris, hak untuk diasuh, hak

wali nikah. Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu:

1 Anak  mempunyai  hak  untuk hidup  sejak dia  dalam
kandungan orangtuanya.

2 Anak mempunyai hak dalam hal memperoleh haknya untuk berkembang
khususnya dalam hal pengasuhan dan pendidikan yang layak untuknya.

3 Anak mempunyai hak untuk memperoleh untuk partisipasi dalam hal
perlindungan hukum untuk menjamin keamanannya.

4 Anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan secara penuh dari
negara dan berhak atas pilihan hidupnya.

5.1 Saran
1 Dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan perkawinan seperti halnya

perkara tersebut, maka hendaknya Pegawai Pencatat Perkawinan (Kantor
Urusan Agama) benar-benar meneliti kebenaran identitas dari para pihak
dan apakah pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar

memenuhi unsur dan syarat perkawinan.
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2 Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat

menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum,
untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan
hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan.
Hendaknya hakim lebih memperhatikan hak-hak anak dalam putusnya
perkawinan karena dibatalkan.

Pemerintah diharapkan lebih maksimal dalam mengadakan kegiatan
penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan khususnya
tentang larangan-larangan perkawinan dalam hukum agama maupun hukum
positif di Indonesia. Sehingga masyarakat paham mengenai larangan
perkawinan, dan diharapkan tidak ada lagi yang melanggar peraturan yang
telah diatur oleh Undang-Undang maupun agama.

Masyarakat seharusnya dapat dengan tegas menolak warga yang sengan
sengaja melakukan perkawinan yang terlarang. Dengan demikian dapat
diharapkan dapat menjadi alasan untuk masyarakat yang ingin melakukan
pernikahan yang dilarang.

Mendorong hakim lebih memperhatikan hak-hak anak pada putusan

pengadilan terkait pembatalan perkawinan.
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